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ABSTRAK

Judul Skripsi ini adalah “Persyaratan Izin Penyelenggaraan kos-kosan di
Kota Ende Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1989 Tentang
Pemberian Izin Penyelenggaraan Asrama/Pemondokan” Disusun Oleh
SANDRA MARIANCE KAROLINA,  NIM : 2015110318.

Penyelenggaran kos-kosan di Kota Ende sebagai pemenuhan kebutuhan
akan salah satu kebutuhan pokok manusia yakni tempat tinggal atau hunian
sementara hinggat saat ini masih jauh dari semestinya. Dalam penyelenggaraan
kos-kosan sebagai suatu usaha dengan menerima pembayaran para penyelenggara
kos masih belum memenuhi persyaratan penyelenggaraan kos-kosan seperti tidak
memenuhi syarat penyelenggaraan dan mengurus izin penyelenggaraan
sebagaimana diatur didalam Pasal 4 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 1989 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Asrama/Pemondokan
seperti 3 (Tiga) kos-kosan yang berada di Jalan Samratulangi, Kelurahan Paupire,
Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Hingga saat ini jumlah kos-kosan
yang tidak memenuhi persyaratan penyelenggaraan kos masih banyak dan tetap
beroperasi tanpa ada penertiban dari pihak Pemerintah Daerah yang berwenang.

Rumusan masalah bagaimana persyaratan izin penyelenggaraan kos
ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pemberian Izin
Penyelenggaraan Asrama/Pemondokan dan apa faktor penghambat para
penyelenggara kos tidak memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan kos-kosan
di Jalan Samratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten
Ende. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Empiris
dengan pendekatan penelitian menggunakan Yuridis Sosiologis yakni ingin
mengetahui persyaratan izin penyelenggaraan kos-kosan dikota Ende ditinjau dari
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pemberian Izin
Penyelenggaraan Asrama/Pemondokan. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni
ingin menelaah atau mengkaji persyaratan izin penyelenggaraan kos-kosan dikota
Ende ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pemberian
Izin Penyelenggaraan Asrama/Pemondokan.

Kesimpulan dari penelitian ini hingga saat ini penyelenggaraan kos-kosan
belum sepenuhnya memenuhi persyaratan penyelenggaraan kos yakni
penyelenggara kos tidak memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan dan tidak
memiliki izin dari Bupati Kepala Daerah dikarenakan faktor-faktor penyebab yang
datang baik dari pihak penyelenggara kos maupun pihak pemerintah daerah yang
mengakibatkan penyelenggara kos tidak menyelenggarakan kos-kosan
berdasarkan ketentuan  Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1989 Tentang
Pemberian Izin Penyelenggaraan Asrama/Pemondokan.

Kata Kunci : Persyaratan, Izin Penyelenggaraan Kos-kosan, Peraturan.
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ABSTRACT

The title of this thesis is "Requirements for a boarding house permit in Ende
City in terms of Regional Regulation Number 15 of 1989 concerning the
Granting of a Dormitory/Lodging Operation Permit" Compiled by SANDRA
MARIANCE KAROLINA, NIM : 2015110318.

The implementation of boarding houses in Ende City as a fulfillment of
the need for one of the basic human needs, namely a place to live or temporary
shelter is still far from appropriate. In organizing boarding houses as a business by
accepting payments, the boarding house organizers still do not meet the
requirements for the implementation of boarding houses such as not meeting the
requirements for organizing and managing operating permits as stipulated in
Article 4 and Article 3 of Regional Regulation Number 15 of 1989 concerning
Granting of Permits for Dormitory Operations. / Lodging such as 3 (three)
boarding houses located on Jalan Samratulangi, Paupire Village, Central Ende
District, Ende Regency. Until now, the number of boarding houses that do not
meet the requirements for boarding houses is still large and continues to operate
without any enforcement from the local government authorities.

The formulation of the problem is how the requirements for a boarding
house permit are reviewed from Regional Regulation Number 15 of 1989
concerning the Granting of a Dormitory/Lodging Operation Permit and what are
the inhibiting factors for boarding house operators not meeting the requirements in
the implementation of boarding houses on Jalan Samratulangi, Paupire Village,
Ende Tengah District, Ende Regency . The research method used in this research
is Empirical with a sociological juridical research approach, namely wanting to
know the licensing requirements for the implementation of boarding houses in the
city of Ende in terms of Regional Regulation No. 15 of 1989 concerning the
Granting of Permits for the Implementation of Dormitory/Lodging. The purpose
of this research is to examine or examine the requirements for permits for
boarding houses in the city of Ende in terms of Regional Regulation Number 15
of 1989 concerning the Granting of Permits for Organizing Dormitory/Lodging.

The conclusion from this research is that until now the implementation of
boarding houses has not fully met the requirements for boarding houses, namely
the boarding house organizers do not meet the requirements for implementation
and do not have permission from the Regent of the Regional Head due to the
causative factors that come from both the boarding house organizers and the local
government. which resulted in the organizers of boarding houses not organizing
boarding houses based on the provisions of Regional Regulation Number 15 of
1989 concerning the Granting of Permits to Organize Dormitory/Lodging.

Keywords: Requirements, Permits to Organize Boarding Houses,
Regulations.
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